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PENDAHULUAN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN 
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
VISI
Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar yang ramah lingkungan, 
berkualitas serta berkeadilan untuk masyarakat
MISI
 Menyediakan bahan bakar sesuai standar dan mutu dengan 
harga terjangkau bagi masyarakat
 Mengurangi subsidi BBM dengan mengutamakan 
masyarakat ekonomi lemah dan atau di daerah terpencil
 Meningkatkan konservasi dan efisiensi penggunaan BBM
 Meningkatkan diversifikasi penggunaan BBM ke Bahan 
Bakar Lain
KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN 
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
SASARAN
 Mengurangi subsidi BBM minyak tertentu
 Meningkatkan penggunaan bahan bakar lai sebagai 
pengganti BBM
 Meningkatkan kualitas bahan bakar yang lebih ramah 
lingkungan
 Tersedianya fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan 
pengangkutan yang handal
KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN 
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
TAHAP PENCAPAIAN
 Penggunaan minyak tanah bersubsidi tahun 2010 hanya 
untuk penerangan dan atau di daerah terpencil
 Penggunaan Bensin RON 88 tahun 2010 hanya bagi 
kendaraan umum dan sepeda motor
 Penggunaan LPG tahun 2010 sebesar 4 juta MT/tahun
 Penggunaan GTL sebagai BBM untuk transportasi pada 
tahun 2015
 Penggunaan gas alam (gas pipa, CNG) untuk konsumen 
yang potensial 
 Menekan kegagalan sistem penyimpanan, transportasi, 
dan distribusi bahan bakar
KEBIJAKAN BAHAN BAKAR
A. JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKAR
Pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran 
pendistribusian Bahan Bakar (Minyak) yang merupakan 
komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan RI 
(UU No 22/2001 Pasal 8 )
KEBIJAKAN BAHAN BAKAR
B. KATEGORISASI BAHAN BAKAR
 Bahan Bakar Tertentu merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan 
karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, pengguna/penggunaannya, 
kemasannya dan/atau wilayah dan merupakan bahan bakar yang masih 
harus diberikan subsidi
 Bahan bakar umum merupakan bahan bakar yang kondisinya tidak lagi 
tergolong sebagai bahan bakar tertentu dan merupakan bahan bakar yang 
tidak diberikan subsidi
C. PENETAPAN HARGA
 Bahan Bakar Tertentu : Menteri ESDM berkoordinasi dengan Menteri 
Koordinator Bid Perekonomian
 Bahan Bakar Umum : Pemerintah
KEBIJAKAN BAHAN BAKAR
D. DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR
 memanfaatkan potensi sumber energi Indonesia
 mengutamakan pemanfaatan bahan bakar ramah 
lingkungan dan terbarukan
E. PENGHEMATAN BBM
 Memperkecil intensitas pemanfaatan BBM
 BBM bersubsidi hanya digunakan untuk kebutuhan 
minimum (kuota)
REGULASI JENIS BBM TERTENTU
UU 22/2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi
Badan Pengatur Penyediaan dan 
Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha 
Gas Bumi Melalui Pipa
PP 67/2002
Pengalihan Bentuk Pertamina 
Menjadi Persero
PP 31/2003
Kegiatan Usaha Hilir Migas
PP 36/2004
Harga Jual Eceran BBM Dalam 
Negeri
Penyediaan dan Pendistribusian 
Jenis BBM Tertentu
Perpres 55/2005 Jo. Perpres 
9/2006
Perpres 71/2005
Harga  Jual Eceran BBM Dalam 
Negeri
Permen ESDM 16/2008 , 
Penyelenggaraan Penyediaan dan 
Pendistribusian Jenis BBM Tertentu 
Permen ESDM 044/2005
Wilayah Usaha Niaga Jenis BBM 
Tertentu
Permen ESDM 
38/2008  & 41/20082048/K/20/MEN/2005
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM
KELEMBAGAAN
 Menteri ESDM cq. Dirjen Migas
pembuat kebijakan dan regulator (bisnis dan keteknikan) 
industri hulu dan hilir migas
 BPH Migas
regulator hilir migas, khusus pengaturan penyediaan dan 
distribusi BBM dan pengawasan gas pipa
 Badan Usaha a.l. PT Pertamina (Persero)
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM
PERAN INSTITUSI
 DESDM 
Penetapan kebijakan dalam rangka menjamin penyediaan dan kelancaran pendistribusian 
BBM tertentu (UU No 22/2001 dan PP 36/2004)
 BPH MIGAS
Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha penyediaan dan kelancaran pendistribusian 
BBM tertentu (PP No 67/2004)
 DEPKEU
Pelaksanaan pembayaran subsidi jenis BBM Tertentu
 BADAN USAHA PELAKSANA PSO
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Harga Minyak Mentah Ind. ICP US$ 64,26 ICP US$ 72,31 ICP US$ 85 ICP US$ 80
APBN 2008 APBN 2009 REALISASI 2006 REALISASI 2007
Kurs (Rp/US$) Kurs 9117 Kurs 9089 9100 9400
Alpha BBM Alpha = 14,1% Alpha = 13,5% Alpha = 9% Alpha = 8%
Volume (KL)
Premium 16,770,333            17,929,843           16,976,292       19,444,354          
Kerosene (Minyak Tanah) 10,013,555            9,851,812             7,561,454        5,804,911           
Minyak Solar 11,036,699            10,883,740           10,937,763       11,605,183          
Subtotal Volume BBM 37,820,587            38,665,394           35,475,509       36,854,448          
LPG (MTon) 1,144,020        1,600,000           
Kerosene terkonversi (KL) -                        -                       2,013,475        4,000,000           
Subsidi (Rp. Miliar)
Premium 11,938.02              24,739.13             44,048.54        9,440.12             
Kerosene (Minyak Tanah) 31,578.69              36,524.44             37,949.12        21,867.56           
Minyak Solar 12,874.32              18,247.39             32,649.00        13,249.83           
Subtotal Subsidi BBM 56,391.03              79,510.96             114,646.65       44,557.51           
LPG -                        -                       9,565.27          10,319.63           
Total 56,391.03             79,510.96            124,211.92     54,877.14          
Carry Over BBM 7,821.05               4,281.36              2,604.23          2,727.81             
Carry Over LPG -                        -                       -                   -                      
Subsidi Total 64,212.08             83,792.32            126,816.15     57,604.95          
PROGRAM KONVERSI 
MINYAK TANAH - ELPIJI
LATAR BELAKANG
 Tingginya subsidi dalam penyediaan energi khususnya BBM dan potensi 
pemborosan yang semakin besar jika subsidi BBM dilanjutkan
 Implementasi Kebijakan Energi Nasional melalui diversifikasi energi untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap BBM
 Penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang 
cukup besar karena nilai kalor efektif LPG  lebih tinggi dibandingkan 
minyak tanah dan kandungan karbon yang kecil 
 Pengurangan penggunaan minyak tanah akan bermanfaat karena: 
 Peningkatan potensi nilai tambah minyak tanah menjadi 
bahan bakar avtur
 Pengurangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi
 Penataan sistem penyediaan dan pendistribusian bahan 
bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat 
penyalahgunaan serta kelangkaan
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
 Fakta angka
 Minyak tanah digunakan oleh sebagian besar rumah 
tangga Indonesia dan disubsidi secara besar-besaran oleh 
Pemerintah (volume 9.9 juta KL - Rp. 37 T/tahun. Data 
2007)
 LPG hanya digunakan 10% rumah tangga dan harga per 
tabung jauh lebih mahal dari harga subsidi eceran minyak 
tanah.
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
TUJUAN
 Diversifikasi energi untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap BBM
PERBANDINGAN MINYAK TANAH LPG
 Efesiensi penggunaan energi dengan 
memanfaatkan nilai kalor efektif LPG 
yang lebih tinggi
Kesetaraan 1 liter 0,57 kg
Harga jual eceran Rp 2.500 /liter Rp 4.250 /kg
 Mengurangi penyalahgunaan minyak 
tanah bersubsidi
 Menyediakan bahan bakar yang 
Pengalihan volume 
subsidi 10.000.000 KL 5.746.095 MT
Asumsi harga 
praktis, bersih, dan efesien untuk 
rumah tangga dan usaha mikro
 Zero kerosen (bersubsidi) pada 2012 
(kecuali untuk penggunaan 
keekonomian (sblm 
pajak)
Rp 4.994 /liter Rp 7.034 /kg
Harga jual (sblm pajak) Rp 1.818 /liter Rp 3.464 /kg
omprongan dan penerangan)
 Mengurangi beban subsidi BBM 
dalam APBN
Besaran subsidi Rp 3.176/liter Rp 3.570 /kg
Total subsidi Rp 31,76 triliun/tahun
Rp 20,51 
triliun/tahun
Selisih Rp 11,24 triliun/tahun
LANDASAN HUKUM
 Surat Menteri ESDM Nomor 3249/26/MEM/2006 tentang hasil rapat 
koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Wapres mengenai program 
konversi mitan ke elpiji yang menunjuk Pertamina sebagai pelaksana 
program bagi konsumen rumah tangga (31 Agustus 2006)
 Surat Wakil Presiden RI Nomor 20/WP/9/2006 tentang peralihan minyak 
tanah ke LPG (1 September 2006)
 Surat Menteri ESDM No. 1971/26/MEM/2007 tentang Penugasan 
Pelaksanaan Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah ke LPG (22 
Mei 2007)
 Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas Tabung 3 Kg (28 
November 2007)
LANDASAN HUKUM
 Peraturan Menteri ESDM Nomor 021 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum 
Gas Tabung 3 Kilogram (19 Desember 2007)
 Keputusan Menteri ESDM Nomor 3175 K/lO/MEM/2007 tentang 
Penugasan PT Pertamina (Persero) dan Penetapan Daerah Tertentu 
dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram Tahun 
2007 (27 Desember 2007, berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007)
 Surat Keputusan Dirjen Migas No. 13767.K/10/DJM/2008 tentang 
Penugasan Pertamina dan Penetapan Daerah Tertentu dalam 
Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tahun 2008 
 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran 
LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha 
Mikro (22 Agustus 2008, berlaku surut sejak 1 Januari 2008)
RENCANA AKSI 
Penghapusan subsidi minyak tanah secara bertahap, penggunaan LPG 
tabung 3 kg pada daerah percontohan yaitu DKI Jakarta.
 Pembangunan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian LPG dalam 
rangka penggunaan LPG tabung 3 kg, termasuk memperbanyak titik-titik 
penjualan
 Memberikan secara cuma-Cuma tabung LPG 3 kg serta gas perdana, 
kompor LPG dan aksesorisnya kepada masyarakat yang beralih dari 
penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 kg berdasarkan skala prioritas 
yang telah ditetapkan
Mengikutsertakan potensi badan usaha nasional dalam Program 
Pengalihan.
RENCANA AKSI
 Penarikan/pengurangan jatah minyak tanah secara prudent (bijaksana) 
setara dengan energi yang dialihkan di wilayah yang sudah mendapat 
tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan aksesorisnya
 Sosialisasi intensif kepada masyarakat pengguna dalam rangka memberi 
pemahaman dan cara penggunaan LPG tabung 3 kg yang benar sesuai 
kaidah keamanan dan keselamatan
 Meningkatkan peran pemerintah daerah sampai pada tingkat 
kelurahan/desa dalam hal melakukan pengawasan terhadap pemberian 
tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan aksesorisnya 
kepada masyarakat sesuai skala prioritas
 Dilanjutkan pengalihan di Propinsi lain di Jawa, Bali (2007), Sumatra 
(2008) dan wilayah lain secara bertahap.
SUMBER : 
ROAD MAP PROGRAM KONVERSI MITAN KE ELPIJI 2007-2012 (ESDM JULI 2007)
PERANAN LEMBAGA DAN BADAN USAHA 
Departemen ESDM c.q. Ditjen Migas
sebagai koordinator; berperan dalam Penetapan 
pengaturan, pembinaan dan pengawasan penyediaan 
dan pendistribusian LPG 3 kg
Departemen Keuangan
bertanggung jawab dalam penganggaran dalam 
APBN;
Departemen Perindustrian
bertanggung jawab dalam pengadaan tabung;
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
bertanggung jawab dalam sosialisasi;
PERANAN LEMBAGA DAN BADAN USAHA
 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
bertanggung jawab dalam pengadaan kompor
 Departemen Sosial
bertanggung jawab pengalihan profesi dalam usaha niaga 
minyak tanah
 Badan Pengatur BBM dan Gas Melalui Pipa
bertanggung jawab dalam penarikan minyak tanah pada 
daerah konversi
 Badan Usaha




 mendistribusikan 42 juta paket 
konversi kepada rumah tangga yang 
berhak. 
 Target akumulasi penarikan minyak 
tanah sampai dengan tahun 2009, 




2007 6.000.000 64.390,018 Jawa – Bali & Palembang
perdana 23 juta paket (apabila 
pembangunan infrastruktur dapat 
selesai sesuai target waktu)
2008 9.000.000 1.171.019,93
Medan, Pekanbaru, 




 LPG akan menjadi bahan bakar 
utama dengan estimasi volume LPG 
2009 14.020.000 2.727.963,63 Seluruh Jawa - Bali
2010 4.500.000 3.836.328,63 Luar Jawa
2011 4.000.000 4.374.915,97 Luar Jawa
sebesar 3,5 juta Ton/tahun.
 6 juta KL Minyak Tanah akan ditarik 
dari peredaran sehingga tersisa 
2012 4.000.000 4.918.742,80 Luar Jawa
sebesar 3,9 juta KL 
TARGET PENGALIHAN 














Tahun 2010 masih ada minyak 
tanah bersubsidi yang digunakan 
untuk penerangan di seluruh 
Indonesia
LPG (KL setara minyak tanah)  163,182  2,013,475  6,764,668  9,751,812 







Jumlah Paket Volume Volume 








KK Usaha Mikro Total
2007 3.834.384 141.405 3.975.789 33.426 163.182 9.851.812 JABODETABEK, SUMSEL, 
JABAR, BANTEN, JATENG, 
YOGYAKARTA, JATIM, BALI2008 *) 13.139.617 618.093 13.757.710 501.741 1.963.698
TOTAL 16.973.001 760.498 17.733.499 535.167 2.126.880
RENCANA 2008 20.000.000 1.144.020 2.013.475 7.561.454 SELURUH JAWA, BALI, DAN SUMSEL 
RENCANA 2009 18.044.211 1.600.000 4.000.000 5.804.911 SELURUH INDONESIA
2010 Tidak ada paket 
PROGRAM SELESAI. PERKIRAAN 
MINYAK TANAH YANG TERSISA 
(Program Selesai) yang dibagikan
3.900.725 9.751.812 100.000 ADALAH UNTUK KEPERLUAN 
PENERANGAN RUMAH TANGGA
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-Estimasi gross penghematan subsidi……………….    Rp. 9,148 Trilyun
-Estimasi biaya konversi sejumlah 15.013.799 paket    Rp. 3,620 Trilyun
-Estimasi nett penghematan subsidi ………………..     Rp. 5,528 Trilyun 
Distribusi Tabung & 
Kompor (KK) 15.037.539 20.000.000 75% 19.013.328 
Refill + Perdana LPG 
(MT) 592.242 1.204.020 49% 625.667 
Penarikan minyak tanah 
(KL) 2.069.536 2.013.475 103% 2.232.718 
KENDALA DAN INDIKASI PENYEBAB 
KELANGKAAN ELPIJI BERSUBSIDI
KENDALA
 Tambal sulam penetapan kebijakan regulasi
 Minimnya data volume penggunaan minyak tanah sesungguhnya
(sensus terakhir BPH Migas hanya mencakup 63 kota/kabupaten di 16 
propinsi)
KENDALA DAN INDIKASI PENYEBAB 
KELANGKAAN ELPIJI BERSUBSIDI
 Terbatasnya dukungan infrastruktur (SPBBE, kilang, sarana angkut, pengalihan 
agen dan pangkalan)
Daya dukung
 68 unit SPBBE (64 unit on progress)
 kapasitas total tangki 35.000 metrik ton
 Kemampuan produksi 1,7 juta ton per tahun
Kebutuhan
 200 unit SPBBE (target pembangunan 310 SPBBE pada 2009)
 kapasitas total tangki 100.000 metrik ton
 Prediksi kebutuhan 3,5 juta ton (2009)
Daya tampung ruang usaha dan pendanaan
 Agen Minyak Tanah 
Mayoritas vol penyaluran / bln = 100 KL = 57 ton LPG = 19.000 tabung
 Pangkalan
Mayoritas vol penyaluran / bln = 5 KL = 2.850 kg LPG = 950 tabung
 Pengecer Berjalan
Rata-rata vol penyaluran / bln = 200 liter = 114 kg LPG = 38 tabung
KENDALA DAN INDIKASI PENYEBAB 
KELANGKAAN ELPIJI BERSUBSIDI
 Terbatasnya kemampuan produksi tabung dalam negeri
Kapasitas produsen tabung lokal = 36 juta tabung
kebutuhan = 40 juta tabung
 Sulitnya merubah atitude masyarakat dan belum sempurna 
pemahaman masyarakat
(dampak program sosialisasi yang tidak komprehensif)
KENDALA DAN INDIKASI PENYEBAB 
KELANGKAAN ELPIJI BERSUBSIDI
 Penerapan kaidah metodologi perencanaan program yang belum 
memadai
• Penetapan kriteria konsumen yang berhak
• Identifikasi konsumen dan kebutuhan melalui sensus
Penetapan kebutuhan logistik •
• Payung hukum dan produk politik
• Perancangan sistem distribusi dan kendali
• Perancangan sistem pendukung (admin, keuangan, infrastruktur)
• Perancangan jadwal kerja
• Sosialisasi
• Uji terap pada lingkup kecil
• Penerapan secara bertahasp
• Penarikan minyak tanah secara bertahap




- Keterbatasan kemampuan kilang
- Keterlambatan impor
- Jalur distribusi yang terganggu (faktor alam, infrastruktur 
penyimpanan, sarana dan prasarana pengangkutan, frekuensi 
pengiriman)
 SISI DEMAND
- Konsumsi meningkat jauh di atas perkiraan (tahun 2008 : naik 600%)
- Disparitas harga
- Adanya perpindahan konsumen LPG 12kg ke LPG 3kg (masyarakat)













Distribusi Paket Perdana (Paket) 23.044.211
















 Irian Jaya Barat
Sulawesi Selatan




















NAD 529.228 5.443 439 BANTEN 403.187 121.647 374.598 
SUMATERA UTARA 2.035.250 41.060 24.673 JAWA TENGAH 5.513.417 242.784 431.571 
RIAU DARATAN 514.731 4.058 - DI YOGYAKARTA - 44.755 98.789 
SUMATERA SELATAN 937.420 82.566 160.776 JAWA TIMUR 6.782.081 275.069 567.477 
LAMPUNG 1.290.953 13.739 28.316 BALI 237.576 24.946 82.584 
DKI JAKARTA (Kepulauan 
Seribu) 5.980 219.234 822.074 KALIMANTAN TIMUR 456.148 11.275 26.164 
JAWA BARAT 3.161.608 567.922 1.508.439 SULAWESI SELATAN 1.176.632 27.736 42.182 
TOTAL 23.044.211 1.682.234 4.168.082 
HAL YANG PERLU 
DICERMATI PEMERINTAH
KONSISTENSI TUJUAN PENGHEMATAN SUBSIDI
Formulasi harga patokan LPG 3 kg = : 145,21% CP Aramco + 390,10/ kg 
(Keputusan Menteri ESDM No 1661K/12/MEM/2008, telah termasuk distribusi dan margin)
Sumber : Energi Riset Dan Manajemen Indonesia
SIKAP POLITIK KOMISI VII DPR RI
Komisi VII DPR RI pada dasarnya mendukung program diversifikasi energi yang 
diusulkan Pemerintah, dengan catatan :
 Program harus memenuhi kaidah perencanaan yang baik, antara lain 
meliputi :
 identifikasi dan penetapan kriteria konsumen
 penetapan kebutuhan logistik
 perancangan sistem distribusi dan kendali
 Perancangan sistem pendukung (admin, keuangan, infrastruktur)
 Perancangan jadwal kerja
 Sosialisasi
 Uji terap pada lingkup kecil
 Penerapan secara bertahap
 Penarikan minyak tanah secara bertahap
 Semua langkah di atas mengacu kepada data penggunaan riil 
(volume, jumlah KK, konsumsi per bulan, wilayah)
SIKAP POLITIK KOMISI VII DPR RI
KESIMPULAN RAPAT-RAPAT KOMISI VII DENGAN PEMERINTAH
 Komisi VII DPR-RI memantau masih adanya kelangkaan minyak tanah di 
sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu Komisi VII DPR-RI mendesak 
Pemerintah agar kelangkaan tersebut segera diatasi dengan memperbaiki  
sistem distribusinya (Februari 2005)
 Komisi VII DPR-RI mendesak BPH Migas untuk segera menata dan 
menyempurnakan sistem distribusi BBM dan gas secara nasional untuk 
mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kelangkaan 
BBM, khususnya minyak tanah, mulai dari agen, pangkalan sampai ke 
pengecer. Untuk  itu Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar BPH. Migas 
memprioritaskan anggaran yang dibutuhkan untuk menata, mengatur, dan  
mengawasi kelancaran distribusi BBM dan gas, termasuk minyak tanah 
(Mei 2005)
KESIMPULAN RAPAT-RAPAT KOMISI 
VII DENGAN PEMERINTAH
 Untuk mendukung terjaminnya ketersediaan dan kelancaran 
pendistribusian BBM bersubsidi terutama di daerah terpencil, Komisi VII 
DPR-RI  meminta agar Menteri ESDM mengkaji kemungkinan  
mewajibkan SPBU Swasta agar ikut melaksanakan PSO dan wajib 
menjalankan usaha tidak hanya di perkotaan saja tapi juga di daerah 
terpencil secara proporsional  (November 2005)
 Komisi VII DPR-RI menilai perlu adanya perubahan mendasar dalam pola 
distribusi minyak tanah bersubsidi yang selama ini terbukti mengalami 
banyak masalah. Sehubungan dengan itu, Komisi VII DPR RI telah 
menyampaikan kajian dan rekomendasi kepada Pemerintah sebagai 
alternatif pola distribusi minyak tanah bersubsidi. (November 2005)
SIKAP KOMISI VII DPR RI
 Komisi VII DPR-RI mengingatkan Pemerintah bahwa 
pengawasan atas distribusi BBM menjadi tanggungjawab 
BPH Migas dan bukan PT Pertamina (Persero). Untuk itu 
BPH Migas telah mengalokasikan dana untuk pengawasan 
BBM tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut  Komisi VII 
DPR-RI mendesak Pemerintah untuk membubarkan Tim 
Terpadu (TIMDU) Pengawasan BBM  dan selanjutnya 
pengawasan tersebut dilakukan oleh instansi terkait sesuai 
dengan tugas dan fungsinya (Maret 2006)
SIKAP KOMISI VII DPR RI
 Komisi VII DPR-RI meminta kepada BPH Migas untuk lebih 
memperjelas dan menghitung ulang jumlah kuota BBM bersubsidi 
dengan data-data besaran konsumsi BBM bersubsidi untuk tahun 2007 
yang lebih realistis dan kongkret sebelum disetujui oleh Komisi VII 
DPR-RI (Juni 2006)
 Guna mengindari terjadinya kelangkaan BBM, Komisi VII DPR RI 
meminta Pemerintah segera melakukan survei kebutuhan riil BBM 
bersubsidi untuk tahun 2008 pada tahun 2007 berdasarkan Perpres 
Nomor 9 Tahun 2006 (September 2006)
 Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan 
lebih memperbaiki pelaksanaan program konversi minyak tanah ke 
LPG serta menyampaikan hasil evaluasi program konversi tersebut 
kepada Komisi VII (Februari 2008)
SIKAP KOMISI VII DPR RI
 Komisi VII DPR RI meminta kepada BPH Migas untuk segera 
melaksanakan penerapan kartu kendali di daerah yang sudah 
dilakukan pendataan dan menyampaikan laporan jumlah penghematan 
minyak tanah dalam bentuk volume dan data keuangan yang telah 
dicapai dari pelaksanaan program tersebut serta status kartu kendali 
setelah dilaksanakannya program konversi (Mei 2008)
 Komisi VII DPR RI meminta pertanggungjawaban Pemerintah, BPH 
migas, dan Pertamina atas terjadinya kelangkaan BBM dan LPG 
bersubsidi, dan segera mengevaluasi tentang pelbagai unsur yang 
mempengaruhi sistem pendistribusian yang diperlukan selama ini 
(November 2008)
SIKAP KOMISI VII DPR RI
 Komisi VII DPR RI meminta kepada Pemerintah dan 
Pertamina untuk mempercepat penyediaan infrastruktur 
terkait tata niaga distribusi dalam mendukung program 
konversi minyak tanah ke LPG (Desember 2008)
 Komisi VII DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk 
merumuskan secara komprehensif dan meningkatkan sistem 
pengawasan distribusi LPG bersubsidi (Desember 2008)
Kesimpulan Rapat-rapat Komisi VII dengan 
BADAN USAHA PELAKSANA PSO
 Komisi VII DPR-RI dan Direksi Pertamina (Persero) sependapat 
bahwa kelangkaan minyak tanah yang terjadi di berbagai daerah di 
Indonesia akibat keterbatasan kuota, penyalahgunaan dan lain-lain 
sudah merupakan masalah serius yang sangat meresahkan rakyat 
kecil. 
 Komisi VII DPR-RI mendesak PT Pertamina (Persero) untuk 
membenahi secara serius sistem  distribusi minyak tanah demi 
mengatasi kelangkaan  minyak tanah bagi rakyat  dan apabila 
terjadi penyelewengan di jaringan distribusi PT. Pertamina 
(Persero) harus mengambil tindakan hukum yang tegas.(Juni 2005)
Kesimpulan Rapat-rapat Komisi VII dengan 
BADAN USAHA PELAKSANA PSO
 Komisi VII DPR-RI meminta kepada manajemen PT Pertamina 
(Persero)  untuk melakukan percepatan pembangunan kilang  baru 
dan modifikasi kilang-kilang yang telah ada serta infrastruktur 
pendukung lainnya, untuk mengatasi permasalahan kekurangan 
pasokan Premium yang masih sering terjadi hingga saat ini (Juni 
2006)
 Komisi VII DPR RI meminta BPH Migas dan Pertamina untuk 
melakukan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, dan 
pelaksanaan berkenaan dengan program kegiatan konversi minyak 
tanah ke elpiji secara terperinci, meliputi target 
daerah, volume, dan jangka waktu program (Januari 2008)
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